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ABSTRAK 

TASYA TRI BUWANA B021201044 “Tinjauan Yuridis Peran Imigrasi Dalam 

Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang” dibawah bimbingan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing Utama dan 

Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam pemberian izin lintas 

dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran Tindak pidana 

perdagangan orang. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada 

akhirnya akan dianalisis secara perspektif normatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran imigrasi dalam pemberian izin lintas, 

yakni memberi izindalam bentuk dokumen izin lintas berupa paspor atau visa serta 

mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia sesuai dengan 

standar operasional dan kode etik selaku penyelenggara negara sehingga imigrasi 

sangat rentan bersentuhan dengan tindak pidana perdagangan orang (2) mekanisme 

penjatuhan sanksi administrasi yang sesuai ketika pegawai imigrasi terlibat dalam 

tindak pidana perdagangan orang,  yakni pemberhentian dan pencopotan jabatan 

karena telah melakukan tindak pidana di lingkungan tempat bertugas. Mekanisme 

diawali dari tahan pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan BAP, usulan sanksi, 

sampai dengan penjatuhan sanksi. 

Kata Kunci: Imigrasi, Izin Lintas, Perdagangan Orang 
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ABSTRACT 

TASYA TRI BUWANA B021201044 "Judicial Review Of The Immigration Office 

In Providing Traffic Permits In Control Criminal Act Of Human-Trafficking" under 

the guidance of Audyna Mayasari  as Main Advisor and Ahsan Yunus  as Co-Guide. 

 

This study aims to determine the role of the immigration office in granting traffic permits 

based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2014, and 

the mechanism for imposing administrative sanctions for violations of Human 

trafficking. 

 

This research uses normative legal research methods with a statutory approach 

(statute approach) and a case approach (case approach). The legal materials used 

are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed from a 

normative perspective.  

The results of this study show that (1) the role of immigration in grating passage 

permits, wich providing permits in the form of passage permit documents in the form 

of passports or visas as well as supervising people entering and exiting indonesian 

territory in accordance with operational standards and codes of ethics as state 

administrators sp that immigration is very vulnerable to contact with criminal acts of 

human trafficking. (2) The mechanism for imposing appropriate administrative 

sanction when an imigration employee is involved in the criminal act of human 

trafficking in persons, namely dismissal and removal from office because he has 

committed a criminal act in the area where he is working. The mechanism starts from 

holding a summons, examining, making a case report, proposing sanctions, to 

imposing sanctions.    

Keywords: Immigration, Crossing Permit, HumanTrafficking  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara konstitusional penegasan terhadap pemenuhan Hak Asasi 

Manusia (HAM) terjamin pada konstitusi yakni sebagai hak konstitusional. 

Hak Asasi Manusia adalah hak setiap individu, dim lana pada 

ke lte lntuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang be lrbunyi, “Pe lrlindungan, 

pe lm lajuan, pe lne lgakan, dan pe lmle lnuhan hak asasi m lanusia adalah 

tanggung jawab ne lgara, te lrutam la pe lmle lrintah.” Se lsuai pasal di atas 

Pe lmle lrintah se llaku pe lrangkat ne lgara be lrtanggung jawab atas pe lmle lnuhan, 

pe lrlindungan, dan pe lnelgakan Hak Asasi MLanusia.  

Pada hakikatnya, pe lnelgakan HAM L adalah usaha untuk m le lwujudkan 

idel-idel dari harapan yang hadir dalam l se ltiap orang. pe lne lgakan HAM L 

diartikan selbagai prose ls upaya te lgaknya atau be lrfungsinya norm la-norm la 

ke lm lanusiaan selcara nyata se lbagai pe ldomlan be lrpelrilaku. Pe lne lgakan HAML 

yang saat ini pe lrlu dilaksanakan, Dim lana pelrke lmlbangan te lknologi dalam l 

bidang pelmlbangunan m lelnye lbabkan pe lningkatan pelrge lrakan mlanusia 

yang tidak hanya dalam l lingkup domle lstik te ltapi juga intelrnasional.1 

                                                           
              1 Imlaml Santoso, 2004, Pelrspelktif Imligrasi Dalaml Pe lmlbangunan ELkonomli dan 

Keltahanan Nasional, Jakarta: UII Prelss, hlm l 3. 
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Banyaknya pe lrmlasalahan te lrkait Hak Aasasi MLanusia yang mlarak 

te lrjadi yakni Tindak Pidana Pelrdagangan Orang (TPPO) Kapolri dalam l 

catatan ditahun 2023 mle lnyatakan Jum llah keljahatan TPPO di 2023 

se lbanyak 982 pe lrkara atau m le lningkat 837 pe lrkara dari tahun 2022 de lngan 

korban selbanyak  3.208 orang di tahun 2023. Dalaml hal ini TPPO dijadikan 

se lbuah pelrmlasalahan yang dinilai sangat pe lrlu pelnanganan selrius, 

dikarelnakan mlellanggar HAML se lse lorang. Dalaml ke lse lriusannya, TPPO 

m le lrupakan keljahatan lintas nelgara yang bukan hanya te lrjadi di nelgara lain 

nam lun juga banyak te lrjadi di Indonelsia. Korban yang le lbih selring dijumlpai 

adalah anak, pelre lmlpuan, dan orang-orang yang belrniat untuk mle lncari 

pe lkelrjaan di luar ne lgelri. Hal inilah yang dimlanfaatkan olelh para pellaku 

TPPO untuk mle llakukan aksinya.2  

Pe lnanggulangan TPPO ini m lelmlbutuhkan sinelrgi dari selmlua pihak, 

te lrmlasuk m lasyarakat. Hal ini dapat dilakukan mle llalui sine lrgi upaya pe lnal 

dan non pelnal. Upaya pe lnal, yakni mle lmlpelrgunakan sarana hukuml pidana 

se lcara konsisteln de lngan m lelmlbe lrdayakan aparat pelne lgak hukuml se lcara 

profe lsional untuk mle lnjelrat pe llaku se ldangkan upaya non pelnal dilakukan 

m le llalui tindakan pre lve lntif te lrhadap calon korban, mlaupun pelnanganan 

korban selcara komlpre lnsif, se lbagaimlana te lrcantuml pada Pasal 58 ayat 2 

                                                           
2 I Okky Chahyo Nugroho, 2018, Tanggung Jawab Nelgara Dalaml Pelnanganan 

Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang (Statel’s Re lsponsibility in MLitigation of Humlan 
Trafficking Crimle l), Jurnal De l Jurel, Volumle l 18 Nomlor 4 ,Kelmle lntelrian Hukuml dan 
HAML,Kuningan, hlml.544. 
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Undang-Undang Nomlor 21 tahun 2007 te lntang Pe lmlbe lrantasan Tindak 

Pidana Pelrdagangan Orang.3 

Be lrdasarkan data yang te lrcatat di SIMLFONI PPA, se lpanjang tahun 

2019 hingga Oktobe lr 2022, te lrcatat se lbanyak 1.732 korban TPPO yang 

te lrlaporkan (Grafik 1). Se ljak tahun 2019 te lrjadi pelningkatan jum llah korban 

TPPO yang te lrlaporkan, yaitu dari 226 pada tahun 2019, m le lnjadi 422 

korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021.  

Se lmle lntara itu, se llamla pe lriodel Januari - Oktobe lr 2022 te llah 

te lrlaporkan 401 korban TPPO.4 

 
 
 
 
   Grafik 1 Angka Korban TPPO tahun 2019-2022  
 

 
 

Sumlbelr : Simlfoni PPA ,Angka Korban TPPO tahun 2019-2022. 

 Data di atas mle lnunjukkan te lrjadinya pelningkatan yang signifikan 

te lrhadap angka korban TPPO dari tahun 2019-2021. Ke lnaikan selbe lsar 

87% antara tahun 2019-2020 dan se lkitar 61% antara tahun 2020-2021. 

                                                           
3 Ibid, hlml. 546 
4 Anita Pelrm lata Delwi, 2023, “ Kelmle lnPPPA: Pulau Jawa Telrtinggi Kasus 

Pelrdagangan Orang”,Antaranelws.com l, eldisi 17 MLarelt 2023. 
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MLelskipun telrjadi pe lnurunan pada tahun 2022 selbe lsar 65% namlun, angka 

korban pada tahun 2022 ini juga tidak bisa dikatakan seldikit karelna angka 

korban mlasih di angka 401 orang. Total angka korban TPPO dari tahun 

2019 - Oktobe lr 2022 yaitu 1.732 korban. Dapat disimlpulkan dari data 

te lrse lbut bahwa TPPO mle lrupakan ke ljahatan yang “mle lm lakan” banyak 

korban dari tahun ke l tahunnya. 

Be lrdasarkan tellaah litelratur yang dilakukan, dite lmlukan bahwa 

te lrjadi pelningkatan yang siginifikan pada tindak ke ljahatan TPPO. Data ini 

juga didukung olelh pelne llitian Yu He lni Prasasti5, de lngan judul “Upaya 

Pe lnanggulangan Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang (TPPO) Pada Kantor 

Im ligrasi Kellas I TPI Jam lbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomlor 6 Tahun 

2011 Telntang Ke limligrasian”. MLe lnye lbutkan bahwa pe lningkatan tindak 

ke ljahatan TPPO dise lbabkan olelh faktor-faktor yang mlelnye lbabkan 

m laraknya mlodus ope lrandi TPPO ini tidak lain ialah kelmliskinan, pelndidikan, 

e lkonomli, ke lkurangan informlasi, keltidakadilan dan ke lse ltaraan ge lndelr, 

ke lcurangan atau pe lmlbohongan dan pe lnyalahgunaan ke lkuasaan selpe lrti 

m le llalui PJTKI, mle llancong, atau ibadah kelagamlaan yang m le lwajibkan 

be lrangkat ke l Tanah Suci se lsuai kelpe lrcayaan pe lmlohon paspor.  

Salah satu yang paling banyak te lrjadi yaitu ke lcurangan atau 

pe lm lbohongan dan pe lnyalahgunaan ke lkuasaan dalaml be lntuk pelrcaloan. 

                                                           
                 5 Yu He lni Prasasti, 2021, Upaya Pe lnanggulangan Tindak Pidana Pelrdagangan 
Orang (TPPO) Pada Kantor Imligrasi Kellas I TPI Jamlbi Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomlor 6 Tahun 2011 Te lntang Kelimligrasian, unive lrsitas Batanghari Jamlbi, hlml 12 
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Hal ini juga didukung olelh pelnellitian Ale lxande lr Pelle lalu6, diselbutkan dalam l 

pe lnellitiannya bahwa salah satu faktor mlaraknya tindak pidana 

pe lrdagangan orang yaitu m lasih adanya tindakan pelrcaloan. Faktor-faktor 

inilah yang mle lnye lbabkan angka TPPO te lrus mle lningkat dan mle lnjadi 

pe lrmlasalahan yang harus se lgelra ditangani delngan se lrius. MLasih 

se lringnya tindak pidana pelrdagangan orang yaitu mlasih adanya tindakan 

pe lrcaloan. Faktor-faktor inilah yang mle lnye lbabkan angka TPPO te lrus 

m le lningkat dan mle lnjadi pelrm lasalahan yang harus se lgelra ditangani delngan 

se lrius. 

MLaraknya m lasalah pe lrdagangan orang ke lluar nelgelri, Dire lktorat 

Je lndral Kelimligrasian dan Ke lmle lnkumlhaml ge lncar mle lmlpe lrbaiki mle lkanismle l 

dalaml pe lmlbe lrian paspor dan distribusi calon te lnaga ke lrja Indone lsia. Ini 

diimlplelmle lntasikan untuk dapat m le lmlpe lrbaiki protelksi untuk calon te lnaga 

ke lrja Indonelsia yang dikirim l pada Januari samlpai saat ini. Te lnaga Ke lrja 

Indonelsia (TKI) Non-proseldural (ilelgal) mle llakukan mlodusnya de lngan dalih 

um lroh, haji, kunjungan ke lluarga, pariwisata, dll, se lhingga dibe lrikan izin 

lintas nelgara dari pihak kantor imligrasi. MLaka dari itu, ke lim ligrasian 

m le lngamlbil sikap yaitu de lngan mle llakukan pe lncelgahan te lrhadap orang-

orang yang m le lncurigakan untuk mle lngantisipasi kelluarnya TKI ile lgal kelluar 

ne lgelri.7 

                                                           
                 6 Andrelw Pe lle lalu, 2013, Pelran Imligrasi Dalaml Rangka MLelnce lgah Pelrdagangan 
Pelre lmlpuan Dan Anak Di Kota Bataml, Unive lrsitas Atmlajaya, hlml 21 

7 Fikri MLadani Tara Putra, Anindito R. Wiraputra, 2020, Kelbijakan Kelimligrasian 
Dalaml Upaya Pelmlbe lrantasan Dan Pelnce lgahan Pelrdagangan MLanusia (Imlmligration 
Policy In ELfforts To ELradication And Prelve lntion Of Humlan Trafficking), Jurnal of Law and 
Bordelr Protelction, Volumle l 2 Nomlor 1, Politelknik Imligrasi, Bogor, hlml. 68. 
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MLelngelnai izin lintas ne lgara mlaka yang pe lrlu dipaham li bahwa dalam l 

Undang-Undang Nomlor 6 Tahun 2011 telntang Ke lim ligrasian, yang 

m le lngatur aspelk dalaml pe llayanan dan be lntuk pe lngawasan tidak te lrlelpas 

dari leltak ge lografis Indone lsia. Ge lografis wilayah Indonelsia yang te lrdiri atas 

pulau-pulau yang m le lmlpunyai jarak yang de lkat, bahkan belrbatasan 

langsung delngan ne lgara te ltangga, yang pe llaksanaan fungsi ke limligrasian 

di se lpanjang garis pe lrbatasan m le lrupakan kelwe lnangan instansi Imligrasi. 

Pada te lmlpat te lrte lntu, se lpanjang garis pe lrbatasan te lrdapat lalu lintas 

tradisional mlasuk dan kelluar WNI dan warga ne lgara te ltangga. Dalam l 

rangka mle lningkatkan pe llayanan dan mle lmludahkan pe lngawasan, dapat 

diatur pelrjanjian lintas batas dan diupayakan pe lrluasan Telmlpat 

Pe lmle lriksaan Imligrasi (TPI). De lngan delmlikian, dapat dihindari orang 

m lasuk atau ke lluar wilayah Indone lsia di luar TPI.8 

Pe lranan dari peltugas imligrasi dalaml hal pe lngawasan sangat 

dianggap pelnting, kare lna peltugas imligrasi belrpelran dalaml mle lne lgakkan 

se lm lua aturan yang ada dalaml ke limligrasian selsuai delngan Undang-

Undang Nomlor 6 Tahun 2011. Dapat dikatakan be lrhasil apabila pe ltugas 

Im ligrasi mle llakukan imlplelmle lntasi se lsuai delngan aturan. Aturan 

ke limligrasian yang sudah baik te ltap harus didukung ole lh m le lntal pe ltugas 

yang baik juga. Te lrutamla bagi peltugas yang be lrtugas pada pintu kelluar 

m lasuknya orang asing di Indonelsia, apabila mle lrelka be lrtindak acuh dan 

                                                           
8 Irianto Dahlan , Abdullah M Larlang, Juajir Sumlardi,2008, Analisis Hukuml 

Te lntang Fungsi Kantor Imligrasi Klas I Jayapura Te lrhadap Pellaksanaan Pe lngawasan 
Orang Asing, Fakultas Hukuml Unive lrsitas Hasanuddin,hlml. 6. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/node/16/uu-no-6-tahun-2011-keimigrasian
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be lrsikap lelmlah te lrhadap WNI mlaupun WNA mlaka akan te lrjadi 

ke ltimlpangan, salah satunya yaitu te lrjadinya pe lrdagangan orang. Sellain itu, 

dikarelnakan jumllah pe ltugas Imligrasi yang te lrbatas juga mle lnjadi pe lnye lbab 

te lrjadinya hal te lrse lbut. Se lhingga sangat pe lnting untuk mle lnjaga koordinasi 

de lngan instansi lain.9 

Se ljalan delngan pelrm lasalahan mle lnge lnai pelran kelim ligrasian dalaml 

m le lmlbe lrikan izin lintas guna mlelnanggulangi TPPO (humlan traffcking). 

MLaka dari itu, pelne lliti akan m le llakukan se lbuah pe lne llitian hukum l yang 

be lrjudul "Tinjauan Yuridis Pe lran Im ligrasi Dalaml Pe lm lbe lrian Izin Lintas 

Dalaml Pe lnanggulangan Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang ”. 

 

B. Rum lusan MLasalah 

1. Bagaimlanakah Pe lran Imligrasi dalaml pe lmlbelrian izin lintas 

be lrdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 ?  

2. Bagaimlanakah mle lkanismle l pe lnjatuhan sanksi admlinistratif 

te lrhadap pe lgawai im ligrasi yang m le llakukan Tindak pidana 

pe lrdagangan orang ? 

C.  Tujuan Pelnellitian 

1. Untuk mlelnge ltahui pe lran Imligrasi dalaml pe lmlbelrian izin lintas 

be lrdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011. 

                                                           
9 Op.cit, hlml 66 
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2. Untuk mle lnganalisis mle lkanismle l pelnjatuhan sanksi admlinistratif 

te lrhadap pelgawai im ligrasi yang m le llakukan tindak pidana  

pe lrdagangan orang. 

D.  MLanfaat Pelnellitian 

1. MLanfaat Te loreltis  

Se lcara te loreltis, diharapkan pelne llitian ini dapat mle lmlbe lrikan 

tamlbahan informlasi bagi mlahasiswa mlaupun kalangan 

mlasyarakat te lrkait de lngan pelran Imligrasi dalaml pe lmlbe lrian izin 

lintas dalaml mle lnanggulangi tindak pidana pelrdagangan orang. 

2. MLanfaat Praktis  

Dari pelnellitian ini diharapkan dapat m le lnjadi bahan inform lasi 

yang m le lmlbe lrikan pe lmlahamlan lelbih m le lndalaml te lrkait de lngan 

pe lran Imligrasi dalam l pe lmlbe lrian izin lintas dalaml m le lnanggulangi 

tindak pidana pelrdagangan orang. 

E. Orisinalitas Pelnellitian 

Ke laslian pe lnellitian dipelrlukan untuk mle lnjadi bukti tidak adanya 

plagiarismle l te lrhadap pelne llitian se lbe llumlnya. Se lte llah mle llakukan 

pe lnellusuran kelpustakaan, belbe lrapa pe lnellitian yang hamlpir samla delngan 

pe lnellitian yang te llah dilakukan selbe llumlnya, yakni dijabarkan belrikut ini: 

adapun Pe lne llitian hukum l ini yang be lrjudul “Tinjauan Yuridis Pe lran 

Ke limligrasian Dalaml Pe lmlbe lrian Izin Lintas Dalaml Pe lnanggulangan Tindak 

Pidana Pelrdagangan Orang”, mlaka diamlbil belbe lrapa contoh skripsi 
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te lrdahulu untuk dijadikan selbagai pelrbandingan kelaslian dari pe lne llitian ini, 

yaitu se lbagai belrikut:  

 

1. Jovi Pastowo Poniran, mlahasiswa Unive lrsitas Hasanuddin 

pada 2021 delngan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Atas Tindak 

Pidana Kelimligrasian Yang Dilakukan Warga Nelgara Asing 

(Studi Kasus Putusan Nomlor 04/Pid.C/2017/Pn Blk)” adapun 

rumlusan mlasalah dalaml skripsi ini adalah selbagai be lrikut: 

a).  Bagaimlanakah pe lrbuatan yang dikualifikasikan 

se lbagai tindak pidana tidak mle lmlpe lrIihatkan dan 

mle lnye lrahkan dokumle ln pelrjaIanan atau izin tinggaI 

yang dimliIiki olelh orang asing selsuai yang diatur 

daIaml PasaI 71 huruf b Undang-Undang Nom lor 6 

Tahun 2011 Telntang Ke limligrasian? 

b). Bagaimlana pe lnelrapan hukuml pidana mlate lriI yang 

diIakukan oIe lh WNA atas tindak pidana telrhadap 

sistelml kelimligrasian daIaml selktor pariwisata (Studi 

Kasus Putusan Nomlor 04/Pid.C/2017/PN Blk)? 

Pe lrbeldaan antara pe lnellitian te lrdahulu de lngan Pe lnellitian 

ini telrle ltak pada fokus pelngkajian, dimlana pelne lliti te lrdahulu 

mle lngkaji bagaimlana pelne lrapan hukuml mlate lril te lrhadap izin 

lintas yang dibe lrikan olelh pihak Imligrasi pada WNA yang 

dibelrikan izin lintas lalu mlellakukan pe llanggaran di suatu 
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ne lgara delngan be lrdasarkan pada Undang-Undang No 6 

Tahun 2011. Se ldangkan poin yang dikaji olelh pe lne llitian ini 

yakni te lntang bagaimlana pe lran Imligrasi dalaml pe lm lbe lrian izin 

lintas untuk WNI yang mle llkukan TPPO Be lrfokus pada 

Pe lraturan MLelnte lri Hukuml dan Haml No 8 tahun 2014. 

2. She lli Yuadira, mlahasiswa Unive lrsitas Sriwijaya pada 2020 

de lngan judul skripsi “Imlple lmle lntasi Ke lbijakan Belbas Visa 

Kunjung di Kantor Imligrasi Kellas I TPI Pale lmlbang” adapun 

rumlusan mlasalah dalaml skripsi ini adalah selbagai be lrikut: 

a) Factor apa yang mle lmlpe lngaruhi imlplelmle lntasi 

ke lbijakan belbas visa kunjungan di Kantor Imligrasi Kellas 

I TPI Pale lmlbang? 

Yang mle lm lbe ldakan pelne llitian ini dan pelne llitian selbe llumlnya 

yakni te lrle ltak pada fokusnya. Pe lne llitian se lbellumlnya m le lmlbahas 

spe lsifik te lrkait belbas visa kunjungan se ldangkan pelne llitian 

se lkarang tidak hanya mle lmlbahas be lbas visa kunjung mle llainkan 

se lgala belntuk dokum le ln izin lintas nelgara 

3. Nurul Ghassani Lishar, mlahasiswa Unive lrsitas M Leldan Are la 

pada 2022 de lngan judul skripsi “Analisis Pellayanan ELasy 

Pasport pada Kantor Imligrasi kellas I Khusus TPI MLeldan” 

adapun rumlusan mlasalah dalaml skripsi ini adalah selbagai 

be lrikut: 

a) MLelnganalisis bagaimlana pe llayanan e lasy passport 
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pada Kantor Imligrasi kellas I Khusus TPI MLe ldan 

se lsuai delngan Asas Pe llayanan Publik dalaml 

Undang-Undang No 25 tahun 2009 te lntang pellayanan 

publik ? 

b) Apa yang mle lnjadi kelndala dari pe llayanan ELasy 

Pasport ? 

Pe lrbeldaan pe lnellitian ini dan pe lne llitian te lrdahulu yakni 

pe lnellitian te lrdahulu m le lmlbahas te lrkait pe llayanan e lasy passport 

dan kelndalanya, se ldangkan pelne llitian ini mle lmlbahas te lrkait 

pe lmlbelrian izin lintas te lrhadap pelnanggulangan TPPO. 
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TINJAUAN PUSTAKA  

A. Ruang Lingkup Im ligrasi 

1. Ke lm ligrasian 

Indonelsia mle lrupakan Nelgara mlaritiml yang te lrdiri dari 

ke lpulauan, atau bisa diselbut de lngan ne lgara pelrsinggahan. MLelngapa 

indonelsia dikatakan pe lrsinggahan dikare lnakan leltak ge lografisnya 

mle lrupakan leltak pintu ke lluar dan mlasuknya orang. Ke lmludian 

Indonelsia m le lngalamli ke lndala dalaml mle lngontrol hal ini. Banyaknya 

akse ls pintu untuk ke lluar mlasuk dalaml wilayah Indone lsia, mle lmlbuat 

batas-batas selrta kontrol dari pelmle lrintah mle lngelnai pelrpindahan orang 

di Indonelsia mle lnjadi sulit. Dalaml hal ini pelrpindahan orang di Indonelsia 

hanyalah dapat dikontrol mle llalui pintu ge lrbang yang re lsm li yaitu: 

pe llabuhan, bandara, stasiun se lrta pe lrbatasan darat. Hal inilah yang 

dijaga olelh pihak ke limligrasian guna mle lnjaga kelutuhan dalaml ne lgelri.10 

Se lcara harfiah, Im ligrasi mlelmliliki arti pe lrpindahan pelnduduk atau 

orang, dari satu telmlpat ke lte lmlpat yang lainnya. Pe lrpindahannya baik 

ke lluar dan mlasuk dari wilayah atau ne lgara. Jadi delngan delm likian, 

pe lngelrtian se lcara umlum l Imligrasi adalah pelrpindahan pelnduduk selcara 

be lsar-belsaran Dari satu te lmlpat ke l te lmlpat lain. Dalam l imligrasi ini 

te lrtuang satu hak asasi mlanusia, yaitu mle lmlasuki nelgara lain. 

                                                           
10 E Lrmla Yulm lawati,2016, Pelran Kantor Imligrasi Bataml Dalaml MLe lncelgah 

Pelnyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Ne lgara Asing Di Kota Bataml, Jurnal 
Hukuml Kelnelgaraan dan Pelm le lrintahan, Unive lrsitas Atmla Jaya Yogyakarta,, hlm l 2 
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Dalaml Konfe lre lnsi Inte lrnasional telntang ELmligrasi dan Imligrasi 

tahun 1924 di Romla m le lmlbelrikan de lfinisi bahwa Imligrasi mle lrupakan 

suatu ge lrak pindah mlanusia mle lmlasuki suatu nelge lri de lngan niat untuk 

mle lncari nafkah dan mle lne ltap disana. MLisalnya adanya pe lrgeljolakan di 

suatu nelgara mlaka ia bisa kel nelgara yang lainnya. Dim lana pada 

dasarnya fungsi dan pelranan kelimligrasian mle lmliliki sifat yang m le lluas 

yakni de lngan mle lmlbuat pe lngaturan lalu lintas mlasuk dan ke lluarnya 

orang keldalaml suatu nelgara. Lazimlnya dilaksanakan be lrdasarkan 

suatu politik imligrasi, yaitu ke lbijakan ne lgara yang te llah dite ltapkan atau 

digariskan olelh pe lmlelrintahnya se lsuai delngan kelte lntuan hukuml, 

Pe lraturan Pelrundang-undangan yang ada.11 

2. Ruang Lingkup Ke lim ligrasian 

Ke limligrasian mlelmliliki sifat mlultidimle lnsial yang artinya se lgala 

se lsuatu pelrmlasalahan imligrasi ditelntukan olelh mlanusia dan belrsifat 

dinamlis. MLaka dari itu dalaml ruang lingkup kelimligrasian mle lncangkup 

dalaml be lrbagai bidang yakni se lbagai be lrikut:12 

1. Bidang Politik, pada bidang politik lingkup dari kelimligrasian 

dite lm lpatkan pada hubungan intelrnasional dan mle lnyangkut 

te lntang hak selse lorang untuk mle llintas batas nelgara, 

                                                           
11 Imlan Santoso, 2004, Pelran Kelimligrasian dalaml Rangka Pelningkatan ELkonomli 

dan Pelmle lliharaan Ke ltahanan Nasional Se lcara Selimlbang, Te lsis, Fakultas Hukuml 
Unive lrsitas Krisnadwipayana Jakarta,  Hlml. 24. 
              12 Imlan Santoso, 2003,  Pelrspe lktif Imligrasi dalaml Pe lmlbangunan ELkonomli dan 

Keltahanan Nasional, Jakarta: UI Pre lss, Hlml 26. 
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be lrte lmlpat tinggal di suatu nelgara bila dilihat dari sisi hak asasi 

mlanusia. 

2. Bidang ELkonomli, dalaml bidang e lkonomli ke limligrasian turut 

andil dalaml pe lrtumlbuhan dan pelrke lmlbangan pelre lkonomlian 

global yang ditandai de lngan pelningkatan arus inve lstasi se lhingga 

dapat mlelnciptakan lapangan kelrja, mle lngalirkan telknologi baru, 

dan mle lningkatkan arus mlanusia keldalaml hubungan telrse lbut. 

3. Bidang Sosial Budaya, pada bidang sosial budaya dilihat dari 

pe lrgelrakan mlanusia baik pelrorangan atau kellomlpok dalaml 

mle lmlbawah pe lngaruh postif atau ne lgatif mle llalui sosial budaya. 

Pe lngaruh sosial budaya akan te lrjadi karelna adanya inte lraksi 

dari mle lrelka. Ne lgara yang be lrke lpe lntingan akan sellalu te ltap 

mle lnjaga kondisi sosial budaya yang ada dalaml m lasyarakat agar 

tidak te lrpe lngaruh. 

4. Bidang Ke lam lanan, pe lrmlasalahan yang timlbul dari aspe lk 

politik, elkonomli, dan sosial budaya dalaml mlasyarakat akan 

be lrpelngaruh pada stabilitas ke ltahanan suatu nelgara. Dimlana 

Ke lbijakan yang salah dalaml mle lnangani m lasalah akan 

be lrdamlpak belsar pada bidang lainnya. Se lhingga dalaml 

mle lngamlbil ke lbijakan haruslah dapat mle lnjangkau bidang lainnya 

se lpelrti politik, e lkonomli dan sosial budaya. Ke lbijakan 

ke limligrasian m lelmlpunyai ke lte lrkaitan substansial yang 

be lrdamlpak be lruntun (mlultiplie lr e lffe lct). 
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5. Bidang Ke lpelndudukan, dalaml bidang ini dilihat dari pe lnduduk 

yang dimlana mle lmliliki hubungan de lngan bidang selbe llumlnya, 

dalaml pe lrke lmlbangan siste lml di bidang te lknologi khususnya 

inform latika, dimlana delngan sistelml ini mlaka seltiap pelngguna 

jasa kelim ligrasian baik WNI ataupun WNA akan mle lmliliki satu 

nomlor induk, se lhingga akan mle lmlpe lrm ludah dalam l 

mle lngidelntifikasian ide lntitas se ltiap orang dan mle lnghindari 

adanya ke lpe lmlilikan paspor ganda. 

B. Pelrizinan 

1. Pe lnge lrtian Pe lrizinan 

Ke ltika mle lmlbahas mle lnge lnai pelrizinan, mlaka konse lp dasar 

pe lrizinan adalah untuk m le lngontrol atau mle lngelndalikan se lgala selsuatu 

ke lgiatan atau aktivitas individu, ke llomlpok yang sifatnya pre lve lntif. 

Dalaml pe lrizinan juga se lring diselbut se lbagai dispelnsasi, izin ataupun 

konselsi. Utre lcht mle lmlbe lrikan pelnge lrtian Izin (Velrgunning) selbagai 

be lrikut: dimlana ke ltika pelmlbuat pe lraturan umlumlnya m le llarang suatu 

pe lrbuatan, teltapi m lasih juga mle lmlpe lrkelnankannya asal diadakan 

se lcara yang dite lntukan untuk m lasing-mlasing hal konkre lt, mlaka 

pe lrbuatan admlinistrasi nelgara yang m le lmlpe lrkelnankan yang sam la. 13 

Izin  juga dijellaskan se lbagai pelrbuatan hukuml admlinistrasi 

ne lgara yang m le llaksanakan pe lraturan-pelraturan se lcara khusus se lsuai 

                                                           
             13 Rifqy MLaulana dan Jam lhir, 2018, Konse lp Hukuml Pelrizinan Dan Pelmlbangunan, 
Jurnal Justisia,  volumle l 3 nom lor 1,Unive lrsitas Islaml Nelge lri Ar-Raniry,Banda Ace lh, hlml. 
90. 
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de lngan pelrsyaratan dan tata cara yang dite ltapkan ole lh pe lraturan 

pe lrundang-undangan.14 

Izin dalaml arti luas m le lrupakan suatu belntuk pe lristiwa dari 

pe lnguasa be lrdasarkan pelraturan pe lrundang-undangan untuk 

mle lmlpe lrbole lhkan, mle llakukan tindakan atau pe lrbuatan te lrtelntu yang 

se lcara um luml dilarang. Dimlana de lngan mle lmlbe lri izin, pe lnguasa 

mle lmlpe lrkelnankan orang yang m le lmlohonnya untuk m le llakukan tindakan-

tindakan telrtelntu, yang se lbe lnarnya dilarang de lmli m le lmlpe lrhatikan 

ke lpelntingan umluml yang m le lngharuskan adanya pe lngawasan.15 

Adapun pelnge lrtian pelrizinan mle lrupakan suatu be lntuk 

pe llaksanaan fungsi pe lraturan dan be lrsifat pe lngelndalian yang dim liliki 

olelh pelmle lrintah te lrhadap ke lgiatan-ke lgiatan yang dilakukan ole lh 

mlasyarakat. Pe lrizinan dapat be lrbe lntuk pe lndaftaran, re lkom le lndasi, 

se lrtifikasi, pelne lntuan kuota dan izin untuk m lellakukan se lsuatu usaha 

yang biasanya harus dim liliki atau dipe lrolelh suatu organisasi 

pe lrusahaan atau se lse lorang selbe lluml yang be lrsangkutan dapat 

mle llakukan suatu ke lgiatan atau tindakan.16 

Dari hasil te llaah yang dilakukan, ke lte lntuan pe lrundang-undangan 

mle lngelnai pe lnye lle lnggaraan pelmle lrintah, dite lmlukan ane lka ragam l 

admlinistrasi nelgara pelm lbe lri izin yang be lrdasarkan kelpada keldudukan 

yang die lm lbannya. Dikare lnakan belragam lnya instansi yang be lrwe lnang 

                                                           
             14 Ridwan HR,2002, Hukuml Admlinistrasi Ne lgara,Yogyakarta: UII Pre lss, hlml.196. 

           15 Op. cit, hlml.90. 
            16 Op. cit, hlml.91 
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mle lmlbe lri izin, baik se lcara ve lrtikal ataupun horizontal, se lhingga 

dipelrolelh pula be lrbagai jelnis instrum le ln hukuml dalaml rangka 

mle lngaplikasikan pada aktivitas be lrmlasyarakat di se lmlua se lktor yang 

be lranelka ragaml te lrse lbut. 

2. Unsur - Unsur Pe lrizinan 

Izin adalah tindakan yang dilakukan olelh pe lm le lrintah se lcara 

se lpihak, selcara substansional dan be lrdasarkan mle ltode l kelrangka 

te lrte lntu. MLaka dari itu, dibagi bahwa ada be lbelrapa e lle lmleln yang 

te lrkandung dalaml pe lrizinan yaitu:17 

a. Organ Yuridis 

ELlelmle ln ini dalaml hal mle lnye lle lnggarakan fungsi yang 

dibelrikan ke lwe lnangan untuk aspelk dalaml pe lngaturan fungsi 

pe lnyusunan ini m le lncuat se ljumllah organ yuridis yang akan 

mle lnjumlpai pelrkara pelrsonal dan substansial yakni dalaml tatanan 

ke lputusan. Se lbati mle llalui sifatnya, pe lrsonal dan substansial, 

ke lputusan ini mle lrupakan ujung imlplelmle lntasi dan dijadikan 

instrumleln pe lnye lle lnggaran dari pelngaturannya. 

b. Pe lraturan Pe lrundang-undangan 

Pe lraturan pelrundang-undangan ini be lrdasarkan dari 

ke lte lntuan pelrundang-undangan. Yang artinya, m lasing-m lasing 

pe lrbuatan hukuml pe lmle lrintah baik dalaml mle lnjalankan fungsi 

pe lngaturan, ataupun fungsi pe llayanan patut didasarkan atas 

                                                           
17 Ridwan HR, 2002,Hukuml Admlinistrasi Ne lgara, Yogyakarta: UII Pre lss, hlml.199 
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ke lwe lwe lnang yang dipelrbolelhkan olelh ke lte lntuan pe lrundang-

undangan yang be lrlaku. didalaml pelmlbuatan untuk kelputusan izin 

dijellaskan bahwa, mle lsti ada we lwe lnang yang dipe lrbolelhkan olelh 

pe lraturan pelrundang-undangan atau wajib be lrsum lbe lr pada asas 

le lgalitas. Dalaml hal mle lmlbuat dan mle lngelluarkan izin haruslah 

te ltap be lrlandaskan pada we lwe lnang yang dipe lrbolelhkan olelh 

pe lraturan pelrundang-undangan yang ada. 

c. Organ Pe lm le lrintah  

Dalaml organ pelm le lrintah bahwa dimlulai dari admlinistrasi ne lgara 

te lrtinggi (Prelsideln) samlpai delngan admlinistrasi nelgara te lre lndah 

(Lurah) belrwe lnang mle lmlbelri izin. Organ pelmle lrintah adalah organ 

yang akan mle lnjalankan urusan pelmle lrintahan baik di tingkat pusat 

mlaupun di tingkat daelrah. Salah satu urusan pelm le lrintahan yang 

dilakukan yaitu pe lmlbe lrian izin.  

d. Prose ldur dan Pe lrsyaratan 

Dalaml hal ini izin pe lrlu mle lnelmlpuh jalur mle llalui m le lkanismle l dari 

pihak pelmlbe lri izin yaitu organ pe lmle lrintah. MLaka pelrsyaratan izin 

itu belrsifat konstitutif, kondisional dan mle lmluat belbe lrapa proseldur 

dan pelrsyaratan yang dibuat ole lh organ pe lmle lrintahan yang 

mle lmlbuat izin telrse lbut se lrta harus di patuhi ole lh pelmlohon izin.  

 

e l. Pe lristiwa Konkre lt 
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Izin m le lrupakan instrumle ln hukuml yang be lrbe lntuk suatu 

ke lputusan, ke lmludian dimlanfaatkan ole lh pihak pelm le lrintah dalaml 

mle lnjalankan keljadian yang faktual dalaml kasus te lrte lntu. Izin yang 

je lnisnya be lrm lacam l itu dilakukan de lngan prosels yang mle ltode lnya 

be lrgantung dari ke lwe lnangan pelmlbe lri izin, je lnis izin dan struktur 

organisasi institusi yang mle lnge lluarkannya. Be lrbagai mlacam l izin 

dan institusi pelmlbe lri izin bisa saja be lralih seliring delngan izin itu 

se lndiri.  

3. Izin Ke lim ligrasian 

Dalaml Konfe lre lnsi Inte lrnasional telntang ELmligrasi dan Imligrasi 

tahun 1924 di Romla mle lmlbelrikan delfinisi bahwa Imligrasi ialah suatu 

ge lrak pindah mlanusia mle lmlasuki suatu ne lge lri de lngan niat untuk 

mle lncari nafkah dan m le lneltap disana. MLisalnya adanya pe lrgeljolakan 

di suatu nelgara m laka se lse lorang bisa ke l ne lgara yang lainnya. Pada 

dasarnya fungsi dan pelranan ke limligrasian mle lm liliki sifat yang 

mle lluas yakni de lngan mlelmlbuat pe lngaturan lalu lintas mlasuk dan 

ke lluarnya orang ke ldalaml ne lgara. Lazimlnya dilaksanakan 

be lrdasarkan suatu politik imligrasi, yaitu ke lbijakan ne lgara yang te llah 

dite ltapkan atau digariskan olelh pe lmle lrintahnya se lsuai delngan 

ke lte lntuan hukuml, pe lraturan pelrundang-undangan yang ada.18 

                                                           
18 Imlan Santoso, ML, 2004, Pe lran Kelimligrasian dalaml Rangka Pelningkatan 

ELkonomli dan Pelmle lliharaan Keltahanan Nasional Selcara Selimlbang, Telsis, Fakultas 
Hukuml Unive lrsitas Krisnadwipayana, Jakarta, Hlml. 24. 
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Pe llaksanaan mlelnge lnai tugas kelimligrasian adalah mle lngatur 

aturan hukuml pe lrlu dite lgakkan kelpada se ltiap orang yang belrada di 

wilayah Indone lsia, baik itu WNI ditujukan kelpada pelrmlasalahan 

idelntitas palsu, pelrtanggungjawaban sponsor, kelpe lm lilikan sponsor 

ganda, dan kelte lrlibatan dalaml pe llanggaran aturan ke limligrasian. 

Dalaml ope lrasional fungsi pe lnelgakkan, fungsi pe lne lgakan hukuml 

yang dilaksanakan ole lh institusi imligrasi juga mle lncakup pe lnolakan 

pe lmlbelrian izin mlasuk, izin belrtolak, izin ke limligrasian, dan tindakan 

ke limligrasian. Selmle lntara itu, dalaml hal pe lnelgakan hukum l yang 

be lrsifat pro yusticia, yaitu ke lwe lnangan pe lnyidikan, te lrcakup tugas 

pe lnyidikan (pe lmlanggilan, pe lnangkapan, pelnahanan, pelmle lriksaan, 

pe lnggelleldahan dan pelnyitaan), pe lmlbelrkasan pelrkara selrta 

pe lngajuan be lrkas pe lrkara kel pe lnuntut um luml.19 

Se lhingga pada hukuml ke limligrasian ke lbelradaan orang asing 

di Indonelsia teltap dibatasi dalaml hal ke lbe lradaan dan ke lgiatannya 

se llagi be lrada di ne lgara kita. Dalaml hal ini dapat dilihat dari 

instrumleln, pe lrizinan di bidang kelimligrasian delngan adanya Undang-

Undang ke limligrasian yang m le lngatur mle lngelnai be lbe lrapa jelnis 

pe lrizinan bagi orang asing di Indone lsia. Pada dasarnya, se ltiap 

orang asing yang be lrada di Indonelsia wajib mle lmliliki izin tinggal yang 

mlasih be lrlaku, dike lcualikan ke lpada mle lre lka yang mlasih se ldang 

mle lnjalani prosels projustitia atau pidana di le lmlbaga 

                                                           
19 Ibid, hlml. 25 
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pe lmlasyarakatan. Adapun jelnis pe lrizinan dalaml ke lim ligrasian yakni 

se lbagai belrikut:20 

a. Izin Tinggal 

MLelrupakan izin yang dibelrikan kelpada orang asing dari 

pe ljabat im ligrasi atau pe ljabat yang diluar ne lgelri untuk 

be lrada di wilayah indonelsia.  

 

b. Izin MLasuk  

MLelrupakan izin te lrtulis yang didapatkan olelh pe ljabat 

ke lim ligrasian untuk tinggal teltap dan mlasuk ke lmlbali kel 

wilayah indonelsia. 

 

c. Izin Tinggal Te ltap 

Izin ini se lsuai de lngan Pasal 159 ayat (4) Pe lraturan 

Pe lmle lrintah Nomlor 31 Tahun 2013 te lntang Pe lraturan 

Pe llaksana Undang-Undang Kelimligrasian. Izin ini dibelrikan 

ke lpada orang asing untuk tinggal ke l nelgara tinggal di 

wilayah Indone lsia yang be lrlaku 5 Tahun selkali sellamla 

yang be lrsangkutan mlasih mle lneltap di wilayah Ne lgara 

Re lpublik Indone lsia.  

 

                                                           
20 Santi Puspitasari, 2020, Law ELnforcelmle lnt Against MLisusel Of Imlmligration 

Pelrmlit With Indication Of Crimle l (Study In The l Lelgal Telrritory Of Tpi MLakassar Class I 
Imlmligration Officel), Unive lrsitas Hasanuddin, hlml 44 
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d. Izin lintas ne lgara  

Izin ini dibelrikan ole lh pihak ke limligrasian untuk warga nelgara 

Indonelsia untuk kelluar nelgara dalaml be lntuk paspor atau visa 

kunjungan. 

Dokumle ln izin lintas nelgara, mle lrupakan idelntitas diri warga nelgara 

yang akan be lrpe lrgian ke lluar nelge lri, paspor juga mle lrupakan dokumle ln izin 

lintas nelgara yang dite lrbitkan ole lh kantor Imligrasi kelpada warga ne lgara 

yang akan be lrpelrgian kel ne lgara tujuan. Pada saat se lse lorang mle llintasi 

batas nelgara untuk mlasuk ke l ne lgara lain tugas Imligrasi akan mle lmlbelrikan 

ste lmlpe ll atau lelmlbaran visa dihalamlan pelmle lgang paspor. Dokumle ln izin 

lintas nelgara adalah dokumle ln yang dite lrbitkan olelh Direlktorat je lndral 

Im ligrasi, Ke lmle lneltrian Hukuml dan Hak Asasi MLanusia, dan peljabat 

Indonelsia diluar ne lgelri. Dokumle ln izin lintas ne lgara ini hanya dite lrbitkan 

untuk warga ne lgara Indonelsia dan be lrlaku sellamla 5 tahun. Dokumleln izin 

lintas ini adalah dokumleln mlilik pe lmle lrintah yang se lwaktu-waktu dapat 

dibatalkan atau dicabut olelh ne lgara tanpa pelmlbe lritahuan.21 

Artinya pe lmle lgang paspor hanya se lbagai pelmle lgang paspor dimlana 

jika paspor tidak digunakan lagi, mlaka harus dikelmlbalikan kel ne lgara dan 

tidak bisa dipindahtangankan. Dokumle ln izin lintas dalaml be lntuk paspor ini 

                                                           
21 Githa Fabiola, 2020, Pe llaksanaan Pelnelrbitan Paspor Di Kantor Imligrasi Kellas 

I Pelkanbaru Tahun 2018 Belrdasarkan Pelraturan MLelntelri Hukuml Dan HAML RI Nomlor 8 
Tahun 2014 Telntang Paspor Biasa dan Surat Pelrjalanan Laksana Paspor, Skripsi, 
Unive lrsitas Islaml Riau, hlml. 8 
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biasa dikelluarkan untuk warga ne lgara be lrdasarkan pe lrmlohonan individu 

m le llalui pelmle lriksaan dan pelrsyaratan te lrte lntu.22 

C. Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang 

1. Pe lnge lrtian Pidana Pe lrdagangan Orang 

Salah satu tindak pidana yang te llah je llas diatur di pelraturan 

pe lrundang-undangan yaitu tindak pidana pelrdagangan orang yang 

diatur dalaml Undang-Undang Nomlor 21 Tahun 2007 Telntang 

Pe lncelgahan Tindak Pidana Pelrdagangan Orang 

Tindak Pidana diartikan se lbagai suatu dasar yang pokok dalam l 

mle lnjatuhi pidana pada orang yang te llah m le llakukan pelrbuatan pidana 

se lbagai dasar pe lrtanggung jawaban se lse lorang atas pe lrbuatan yang 

te llah dilakukannya. M Lelngelnai dilarang dan diancam lnya suatu 

pe lrbuatan yaitu m le lngelnai pelrbuatan pidananya se lndiri, didasarkan 

atas asas lelgalitas (principlel of le lgality) yang m le lne lntukan bahwa tidak 

ada pelrbuatan yang dilarang dan diancam l de lngan pidana jika tidak 

diatur te lrlelbih dahulu dalam l pe lrundang-undangan.23 

Dalaml bahasa inggris pelrdagangan mlanusia diselbut ‘’humlan 

trafficking’’ be lrasal dari kata ‘’trafficking’’ yang m le lmliliki arti ‘’ille lgal 

trade l’’ atau pe lrdagangan ile lgal, seldangkan ‘’humlan’’ diartikan delngan 

mlanusia dalaml bahasa Indonelsia. Pe lrdagangan mlanusia be lrkaitan 

                                                           
22 Githa Fabiola, 2020, Pe llaksanaan Pelnelrbitan Paspor Di Kantor Imligrasi Kellas I 

Pelkanbaru Tahun 2018 Belrdasarkan Pelraturan MLe lntelri Hukuml Dan HAML RI Nomlor 8 
Tahun 2014 Te lntang Paspor Biasa dan Surat Pelrjalanan Laksana Paspor, Skripsi, 
Unive lrsitas Islaml Riau, hlml. 22 

23 Amlir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukuml Pidana, Yogyakarta: Rangkang ELducation, 
hlml. 27 
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e lrat delngan suatu tindakan pe lrbudakan atau mle lnye lrupai pe lrbudakan 

yang obje lknya adalah m lanusia.24 

Anak dan pe lrelmlpuan dibawah um lur dapat dikate lgorikan 

se lbagai korban orang yang paling banyak dalam l e lksploitasi paksa baik 

se lcara fisik m laupun psikis.25 

MLelnurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 te lntang 

Pe lmlbe lrantasan Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) 

yang be lrbunyi: 

“pe lrdagangan orang adalah tindakan pe lre lkrutan, pe lngangkutan, 
pe lnamlpungan, pelngirimlan, pe lmlindahan atau pe lnelrim laan se lse lorang 
de lngan ancamlan ke lke lrasan, pe lnggunaan ke lkelrasan, pe lnggunaan 
ke lke lrasan, pelnculikan, pe lnye lkapan, pelmlalsuan, pe lnipuan, 
pe lnyalahgunaan ke lkuasaan atau posisi re lntan, pelnje lratan utang atau 
mle lmlbe lri bayaran atau m lanfaat, se lhingga mle lmlpe lrolelh pe lseltujuan dari 
orang yang m le lmle lgang kelndali atas orang lain te lrselbut, baik yang 
dilakukan dalaml Ne lgara mlaupun antar nelgara, untuk tujuan elksploitasi 
atau mle lngakibatkan orang te lrelksploitasi.” 

 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang 

Dijellaskan keltika he lndak mlelrumluskan suatu tindak pidana 

ke ldalaml unsurnya, mlaka hal yang pe lrtamla yang pe lrlu ditelmlukan 

adalah tindakan mlanusia telrse lbut, dimlana dalaml suatu tindakan itu 

te llah mle llanggar aturan dalaml Kitab Undang-Undang Hukuml Pidana 

(KUHP), ke lm ludian hal ini dapat di mlasukkan keldalaml unsur-unsur 

tindak pidana baik unsur subjelktif mlaupun unsur objelktif. 

                                                           
24 Loisa MLagdalelnel Gandh Lapian & Heltty A. Gelru, 2006, Trafiking Pelre lmlpuan 

dan Anak (Pelnanggulangan Komlpre lhelnsif:Studi Kasus Sulawelsi Utara), Jakarta: Yayasan 
Obor Indonelsia, hlml. 47 

25 MLuham lmlad Kamlal, 2019, Humlan Trafficking : Pelnanggulangan Tindak Pidana 
Pelrdagangan MLanusia di Indonelsia, MLakassar: CV. Social Politic Ge lnius, hlml. 8 
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Be lbelrapa unsur-unsur tindak pidana pelrdagangan orang dapat 

diuraikan selbagai be lrikut:26 

 a. Unsur pe llaku atau se ltiap orang yang dalaml aturan 

Undang-Undang Pe lmlbelrantasan Tindak Pindana 

Pe lrdagangan Orang dimlaksudkan selbagai orang 

pe lrorangan atau korporasi yang mle llakukan tindak pidana 

pe lrdagangan orang.  

b. Unsur prose ls atau urutan dari pe llaksanaan atau ke ljadian 

yang te lrjadi se lcara alamli atau didelsain, yang dimlana mle lliputi 

pe lrelkrutan, pe lngangkutan, pelnamlpungan, pe lngirim lan, 

pe lmlindahan, atau pe lnelrimlaan selse lorang.  

c. Unsur cara be lntuk pe lrbuatan atau tindakan te lrte lntu yang 

dilakukan untuk mle lnjamlin prose ls dapat te lrlaksana, yang 

mle lliputi ancamlan, ke lke lrasan, pe lnculikan, pelnye lkapan, 

pe lmlalsuan, pe lnipuan, pe lnyalahgunaan ke lkuasaan atau 

posisi relntan, pelnje lratan utang atau mle lmlbe lri bayaran atau 

mlanfaat se lhingga mle lmlpe lrolelh pelrse ltujuan dari orang yang 

mle lmle lgang kelndali atas orang lain.  

d. Unsur tujuan atau se lsuatu yang akan telrcapainya se lbagai 

akibat dari tindakan pellaku TPPO yang mle lliputi elksploitasi 

orang atau mle lngakibatkan orang te lre lksploitasi. 

                                                           
26 Syam lsuddin Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlml. 56 
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3. Be lntuk-Belntuk Pe lrdagangan Orang 

Be lrdasarkan Undang-Undang Nomlor 21 Tahun 2007 te llah 

diselbutkan dalaml Pasal 1 ayat (1) yang dipelrkuat didalaml Pasal 1 ayat 

(2) se lbagai belntuk tindak pidana Dari pelngelrtian te lrse lbut yang 

te lrcantuml dalaml Pasal 1 ayat (1), mlaka belntuk-belntuk TPPO dapat 

diuraikan selbagai be lrikut :  

a. pe lrdagangan dalaml be lntuk prostitusi, dalaml Undang-Undang 

Nomlor 21 Tahun 2007 dalaml ke lte lntuan Pasal 1 yaitu tindakan 

yang mle lliputi mle lngajak, mle lngumlpulkan, m lelmlbawa, atau 

mle lmlisahkan selse lorang dari ke lluarga atau kom lunitasnya.  

Dari pelngelrtian diatas artinya se ltiap pe lrelkrutan de lngan cara 

mle lngajak korban dan m le lmlpelngaruhi korban guna untuk die lksplotasi 

se lpelrti de lngan mle lnjanjikan uang, hadiah dan lainnya. Dalaml be lbe lrapa 

kasus, pe lre lmlpuan dan anak-anak diajak dan dijanjikan be lke lrja selbagai 

buruh mligran, pelmlbantu rumlah tangga, atau pelke lrjaan-pelke lrjaan 

tanpa ke lahlian ke lmludian dipaksa be lke lrja pada industri se lks te ltapi 

mle lre lka ditipu de lngan kondisi-kondisi ke lrja dan mle lre lka dikelkang. 

b. Pe lrdagangan dalaml be lntuk pe lke lrja rumlah tangga dalaml hal 

ini biasanya dipe lke lrjakan baik di luar mlaupun di dalaml 

wilayah Indone lsia dijadikan korban ke l dalaml kondisi ke lrja 

yang dibawah paksaan, pelngelkangan, dan tidak 

dipelrbolelhkan mle lnolak belke lrja dan dimlana m le lrelka be lke lrja 

de lngan jaml ke lrja yang panjang, dan upah yang tidak dibayar. 
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c. Pe lrdagangan dalaml be lntuk pelrnikahan atau yang dikelnal 

de lngan istilah MLail Ordelr Bride l dimlana mle lrupakan 

pe lrnikahan paksa yang pe lrnikahannya diatur olelh orang tua. 

Pe lrkawinan Pe lsanan ini mle lnjadi pelrdagangan orang apabila 

te lrjadi elksploitasi baik selcara selksual mlaupun elkonomli 

mle llalui pe lnipuan, pe lnye lngsaraan, pe lnahanan dokum le ln, 

se lhingga tidak dapat mle lle lpaskan diri dari e lksploitasi se lrta 

ditutupnya akse ls informlasi dan komlunikasi de lngan 

ke lluarga.27 

4.  Pe lngaturan Hukum l Tindak Pidana Pe lrdagangan Orang (TPPO) 

Pe lrdagangan orang mle lrupakan keljahatan transnasional yang 

sudah mlelnjadi mlasalah samlpai saat ini. Pe lngaturan payung hukuml 

dalaml pe lrdagangan orang di Indone lsia te llah diatur dalaml KUHP dan 

Undang-Undang Nomlor 39 Tahun 1999 te lntang Hak Asasi MLanusia 

yang disingkat delngan UU HAML.  

Pe lrdagangan orang te lrse lbut se lcara spe lsifik dalaml KUHP dan 

Undang-Undang Hak Asasi MLanusia yakni pada :  

Pasal 297 KUHP mle lnyatakan bahwa : ‘’ Pelrdagangan wanita 

dan pelrdagangan anak - anak laki laki yang be lluml delwasa diancaml, 

de lngan pidana pelnjara paling lamla e lnaml tahun.’’  

                                                           
27 Nanda Ivan Natsir, 2019 Kelbijakan Aplikatif Tindak Pidana Pe lrdagangan 

Orang’, Jurnal Hukuml Jatiswara, Volumle l 34 Nomlor 1 , Unive lrsitas MLataram l, MLataraml, 
hlml. 62. 
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Se ldangkan Pasal 20 Undang-Undang te lntang Hak Asasi 

MLanusia mle lnyatakan bahwa : 

(1) Tidak se lorang pun bole lh dipe lrbudak atau dipelrhamlba  

(2) Pelrbudakan atau pelrhamlbaan, pe lrdagangan budak, pe lrdagangan 

wanita, dan se lgala pe lrbuatan be lrupa apapun yang tujuannya 

se lrupa dilarang. 

Ke lmludian Undang-Undang pelmlbe lrantasan TPPO mle lngatur 

te lntang belrbagai sangkutan de lngan praktik pelrdagangan orang dalaml 

upaya pe lmlbe lrantasannya. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Pe lmlbe lrantasan TPPO mle lngatur mle lngelnai sanksi bagi se ltiap pe llaku 

TPPO yang be lrbunyi: 

‘’Seltiap orang yang mle llakukan pe lrelkrutan, pe lngangkutan, 
pe lnamlpungan, pelngirimlan, pelmlindahan, atau pelnelrim laan sele lorang 
de lngan ancamlan ke lke lrasan, pe lnggunaan ke lke lrasan, pe lnculikan, 
pe lnye lkapan, pe lm lalsuan, pe lnipuan, pe lnyalahgunaan, ke lkuasaan atau 
posisi reltan, pelnje lratan utang atau mle lmlbe lri bayaran atau mlanfaat 
walapun mle lmlpe lrole lh pelrse ltujuan dari orang yang mle lmle lgag kelndali 
atas orang lain, untuk tujuan elksploitasi orang te lrselbut di wilayah 
Ne lgara Relpublik Indonelsia, dipidana delngan pidana pe lnjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lamla 15 (limla bellas) tahun dan pidana 
de lnda paling seldikit Rp. 120.000.000 (se lratus dua puluh jua rupiah) 
dan paling banyak Rp. 600.000.000 (e lnaml ratus juta rupiah)” 
 

D. Tindak Pidana Ke lm ligrasian 

1. Tindak Pidana 

Tindak pidana mle lrupakan salah satu istilah yang se lring 

dipelrgunakan untuk mle lne lrje lmlahkan istilah strafbaarfe lit dalaml 

bahasa Bellanda. Tindak pidana mle lrupakan pe lrbuatan yang 

dirumluskan dalaml pe lrundang-undangan pidana selbagai pelrbuatan 



 
 

29 
 

yang dilarang. Dim lana pelrbuatan ini dilakukan de lngan ke lsalahan 

mlaka orang yang mle llakukan pelrbuatan tindak pidana te lrse lbut dapat 

dikelnakan atau diancaml sanksi pidana.28 

Di dalaml pe lnjellasan tindak pidana juga dapat diartikan 

se lbagai suatu dasar yang mle lnjadi pokok dalaml mle lnjatuhi pidana 

ke lpada subjelk hukum l yang dimlana te llah mle llakukan pelrbuatan yang 

mle llanggar (pidana). MLe lngelnai dilarang dan diancamlnya suatu 

pe lrbuatan yakni m le lngelnai pelrbuatan pidananya se lndiri, yang 

mle lrujuk pada asas le lgalitas (Principlel of le lgality) yang mle lnelntukan 

bahwa tidak ada pe lrbuatan yang dilarang dan diancaml delngan 

pidana jika tidak dite lntukan te lrle lbih dahulu dalaml pe lrundang-

undangan.29 

2. Tindak Pidana Ke lim ligrasian 

Salah satu be lntuk tindak pidana yaitu tindak pidana 

ke limligrasian. Tindak pidana ke limligrasian mle lrupakan ke ldatangan 

atau kelluarnya orang dari wilayah indone lsia yang dim lana orang 

te lrse lbut tidak mle lm liliki izin atau telrdaftar se lbagai WNI. Pihak 

ke limligrasian Indone lsia, se llain m le lngawasi lalu lintas orang dituntut 

untuk dapat m le lngantisipasi pe lrkelmlbangan keljahatan transnasional 

te lrorganisir, hal ini se lhubungan dalaml praktik dim lana m lasih 

banyaknya dite lmlukan pellakukeljahatan transnasional yang 

                                                           
28 I Ke ltut MLelrtha,  I Gusti Keltut Ariawan, (dkk), Buku Ajar Hukuml Pidana, Bali:  

Fakultas Hukum l Unive lrsitas Udayana, hlml 68. 
29 Amlir Ilyas,  2012, Asas-Asas Hukuml Pidana, Yogyakarta: Rangkang E Lducation 

hlml 
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mle llakukan selbuah pe lmlalsuan dokum le ln ke limligrasian se lpe lrti 

paspor, visa, cap ke lim ligrasian, atau izin tinggal.30 

Dalaml pe lmlbuatan pe lmlalsuan dilakukan untuk m le lm ludahkan 

opelrasionalisasi ke ljahatan transnasional, se lpelrti pe lrdagangan 

mlanusia khususnya pe lre lmlpuan dan anak-anak dan pelnye llundupan 

mlanusia. Pelrdagangan orang dan pe lnyulundupan mligran lintas 

ne lgara mle lrupakan kelgiatan yang be lrsifat ilelgal dalaml lalu-lintas 

orang dari satu ne lgara kel ne lgara lain. Pe lnye llundupan mligran 

mle lrupakan usaha untuk mle lndapatkan uang selcara langsung dan 

tidak langsung selcara ilelgal dalaml suatu ne lgara dan orang te lrse lbut 

bukan warga nelgara atau tidak mle lmliliki hak selbagai warga 

ne lgara.31 

Tindakan ke limligrasian selbagaimlana dite lgaskan dalaml Undang-

Undang te lntang ke limligrasian adalah tindakan adm linistratif dalaml 

bidang ke limligrasian. Guna mle llaksanakan tindakan ke limligrasian, 

untuk te lrus mlelnjam lin kelpastian hukuml dan keladilan bagi orang 

asing yang te lrke lna tindakan ke limligrasian kelputusannya dite ltapkan 

se lcara te lrtulis, didalamlnya te lrmluat ide lntitas orang yang te lrke lna 

tindakan kelimligrasian. Adapun Undang-Undang Tindak Pidana 

Ke limligrasian belrdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2011, yang 

dimlana diatur dalam l Bab IX ke lte lntuan pidana (Tabell 1) :32 

                                                           
30 Op. cit, hlm l. 53 
31 Op. cit, hlm l. 53 
32 Undang-Undang Tindak Pidana Kelim ligrasian belrdasarkan Undang-Undang No 

6 tahun 2011 
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Tabe ll 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ke limligrasian 

No. Pasal Te lntang Ancam lan Pidana 

1. 
Pasal 
113 

Se lngaja m lasuk atau ke lluar 
wilayah Indone lsia tanpa mle llalui 

pe lmlelriksaan olelh pe ljabat 
im ligrasi di te lmlpat pe lmlelriksaan 

Pe lnjara 1 tahun atau 
de lnda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 
(se lratus juta rupiah) 

2. 
Pasal 
114 

Pe lnanggung jawab (PJ) Alat 
Angkut yang mle llintas atau 

mle lngangkut pe lnumlpang tanpa 
m le llalui pelmle lriksaan peltugas 

Imligrasi di Telmlpat Pe lmle lriksaan 
Imligrasi 

 

Pe lnjara 1 tahun atau 
de lnda 

Rp.100.000.000,00 
(se lratus juta rupiah) bagi 

PJ Alat Angkut yang 
mle llintas dan Pelnjara 2 

tahun atau delnda 
Rp. 200.000.000,00 Bagi 

PJ Alat Angkut 
Pe lnumlpang. 

 

3. 
Pasal 

15 

Pe lnanggung Jawab Alat Angkut 
yang tidak mle lmlbayar biaya 

be lban 

Pe lnjara 1 tahun atau 
de lnda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 
(se lratus juta rupiah) 

 

4. 
Pasal 
116 

Orang Asing yang tidak 
mle llakukan kelwajiban yang 
dimlaksud dalaml Pasal 71 

pe lnjara paling lamla 3 
bulan atau delnda paling 

banyak Rp.25.000.000,00 
(dua puluh limla juta 

rupiah) 
 

5. 
Pasal 
117 

Tidak mle lm lbe lrikan data Orang 
Asing yang mle lnginap se lte llah 
dimlinta ole lh Peljabat Imligrasi 

pe lnjara paling lamla 3 
bulan atau delnda paling 

banyak Rp.25.000.000,00 
(dua puluh limla juta 

rupiah) 
 

6. 
Pasal 
118 

Pe lmlbe lrian kelte lrangan yang 
tidak belnar olelh pe lnjamlin 

se lbagimlana dimlaksud dalaml 
Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

7. 
Pasal 
119 

Orang Asing yang tidak mle lmliliki 
visa yang sah atau 

mle lnggunakan dokumle ln palsu 
atau dipalsukan 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
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8. 
Pasal 
120 

Pe lnye llundupan mlanusia 

Pe lnjara paling lamla 15 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.1.500.000.000,00 

(satu mliliar lim la ratus juta 
rupiah) 

 

9. 
Pasal 
121 

Pe lmlalsuan Visa atau Tanda 
MLasuk atau Izin Tinggal 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

10. 
Pasal 
122 

Pe lnyalahgunaan Izin Tinggal 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

11. 
Pasal 
123 

Pe lmlalsuan data dan 
Pe lnggunaan Visa atau Izin 

Tinggal yang te llah dipalsukan 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

12. 
Pasal 
124 

Be lrada di Wilayah Indonelsia 
se lcara tidak sah dan Izin 
Tinggalnya habis be lrlaku 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) dan 
pe lnjara paling lamla 3 

bulan atau delnda paling 
banyak Rp.25.000.000,00 

(dua puluh limla juta 
rupiah) 

 

13. 
Pasal 
126 

Pe lnggunaan Dokumle ln 
Pe lrjalanan Relpublik Indonelsia 
palsu atau sudah dicabut atau 

tidak sah 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

14. 
Pasal 
127 

Se lngaja dan mle llawan hukuml 
mle lnyimlpan Dokumle ln 

Pe lrjalanan Relpublik Indonelsia 
palsu atau dipalsukan 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
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Rp.500.000.000,00 (limla 
ratus juta rupiah) 

 

15. 
Pasal 
128 

Se lngaja mle lnceltak, mle lmlpunyai, 
mle lnyimlpan, atau 

m le lmlpe lrdagangkan blanko 
Dokumle ln Pe lrjalanan Relpublik 

Indonelsia 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

16. 
Pasal 
129 

Se lngaja dan mle llawan hukuml 
m le lngubah cap yang te lrdapat 
dalaml Dokumle ln Pe lrjalanan 

Re lpublik Indone lsia. 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

17. 
Pasal 
130 

Se lngaja dan mle llawan hukuml 
mle lnguasai Dokumle ln Pe lrjalanan 

mlilik orang lain 

Pe lnjara paling lamla 2 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) 
 

18. 
Pasal 
131 

Pe lnyalahgunaan data 
ke lim ligrasian untuk ke lpe lntingan 

se lndiri atau orang lain 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
 

19. 

Pasal 
132 
dan 

Pasal 
133 

Pe ljabat Im ligrasi atau Pe ljabat 
lain yang ditunjuk yang delngan 
se lngaja dan mle llawan hukuml 

mle lnyalahgunakan jabatan 
 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun 

20. 
Pasal 
134 

Pe lndistrobusian selnjata dan 
m le llarikan diri dari Rumlah 

De lte lnsi Imligrasi 

Pe lnjara paling lamla 3 
tahun bagi yang 

mle lndistribusi dan pe lnjara 
paling lamla 5 tahun bagi 

yang m le llrikan diri dari 
Rumlah De lte lnsi Imligrasi. 

 

21. 
Pasal 
135 

Pe lmlalsuan pelrkawinan delngan 
tujuan mle lmlpe lrolelh Dokumle ln 

Imligrasi 

Pe lnjara paling lamla 5 
tahun atau delnda paling 

banyak 
Rp.500.000.000,00 (limla 

ratus juta rupiah) 
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E. Upaya Pe lnanggulangan Ke ljahatan 

Pe lnanggulangan ke ljahatan dilakukan delngan mle lnggunakan 

cara mle llalui   fakta sosial mlaupun lingkup hukuml pidana. Dalaml hukuml 

pidana khususnya pada tahap kelbijakan yudikatif harus m le lmlpe lrhatikan 

bagaimlana mle lstinya suatu tujuan dari ke lbijakan social we llfare l dan 

social de lfielnce l. Dalaml upaya pe lnanggulangan keljahatan te llah banyak 

dilakukan ole lh pelmle lrintah mlaupun mlasyarakat. 

Upaya yang dilakukan olelh pelmle lrintah dan mlasyarakat ditandai 

de lngan Belrbagai programl dan kelgiatan yang te llah dilakukan samlbil 

te lrus mle lnelrus mle lncari cara paling te lpat dan elfe lktif untuk mle lngatasi 

suatu ke ljahatan yang mlarak te lrjadi. Upaya atau ke lbijakan untuk 

mle llakukan pelnce lgahan dan pelnanggulangan keljahatan te lrmlasuk 

bidang ke lbijakan krim linal. Dalaml aturannya krimlinal itu pun tidak 

te lrle lpas dari kelbijakan atau upaya-upaya yang be lrtujuan untuk 

ke lse ljahtelraan sosial dan ke lbijakan atau langkah-langkah yang dapat 

mle lmlbe lrkan jamlinan pe lrlindungan ke lpada mlasyarakat te lrhadap suatu 

ke ljahatan.33 

1. Upaya Tindakan Pre l-ELmltif 

Tindakan ini adalah langkah awal yang dilakukan ole lh pihak 

ke lpolisan guna mle lncelgah te lrjadinya ke ljahatan. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalaml pe lnanggulangan ke ljahatan se lcara pre l-e lmltif adalah 

                                                           
33 Arif Rohmlan, 2016, “Upaya MLelnelkan Angka Krimlinalitas Dalaml MLe lre ltas 

Keljahatan Yang Telrjadi Pada MLasyarakat”, Pe lrspelktif, Vol. 21, No. 2, hlml. 132. 



 
 

35 
 

de lngan mle lnanamlkan nilai-nilai atau normla-normla yang baik selhingga 

normla-normla te lrse lbut bisa te lrtanaml dalaml diri se lse lorang agar tidak 

mle llakukan belntuk tindak keljahatan. m laka tidak akan te lrjadi 

ke ljahatan.34 

2. Upaya Tindakan Pre lve lntif 

Tindakan ini adalah langkah sellanjutnya yang akan dite lmlpuh 

dari upaya tindakan diawal dimlana upaya ini dianggap sangatlah 

mludah, dikarelnakan dapat diaplikasikan olelh siapapun yang dapat 

mle lmlbe lrikan wawasan dan pelngeltahuan te lntang pelnce lgahan suatu 

ke ljahatan.35 

Adapun langkah prelve lntif yang dapat ditelm lpuh dalaml 

mle lnanggulangi keljahatan selbagai belrikut:36 

1. Adanya upaya dalaml pe lningkatan ke lse ljahte lraan ke lpada rakyat, 

de lngan  mle lngurangi suatu pelngangguran, dimlana pasti de lngan 

se lndirinya akan mle lngurangi keljahatan.  

2. De lngan mle lmlpe lrbaiki siste lml admlinistrasi dan pelngawasan untuk 

mle lncelgah te lrjadinya pe lnyimlpangan-pe lnyimlpangan.  

3. Pe lningkatan dan pe lnyuluhan hukuml untuk mle lmlbe lrikan pelmle lrataan 

ke lsadaran hukuml. 

4. MLelnamlbah pelrsonil kelpolisian dan pelrsonil pelnelgak hukuml lainnya 

untuk lelbih mle lningkatkan tindakan relpre lsif mlaupun pre lfe lntif.  

                                                           
34 A.S. Alaml, 2010, Pelngantar Krimlinologi, Re lfle lksi, MLakassar, hlml. 79 
35 Ibid, hlml. 79 
36 Baharuddin Lopa,2001, Ke ljahatan Korupsi dan Pelne lgakan Hukuml, Buku 

Komlpas, Jakarta, hlml, 16 
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5. mle lningkatkan ke ltangguhan mloral se lrta profe lsionalismle l bagi para 

pe llaksana pelne lgak hukuml. 

3. Upaya Tindaka Re lprelsif 

Dalaml upaya ini biasanya mle lrupakan jalan te lrakhir yang dapat 

dilakukan selte llah upaya pre l-e lmltif dan pre lve lntif. Dimlana upaya re lpre lsif 

mle lrupakan suatu upaya yang prose ldural selsuai de lngan siste lml hukum l 

yang ada de lngan siste lml pe lradilan pidana yang ada. Dalaml upaya ini 

ditindak saat te llah te lrjadi tindak pidana atau se lbuah keljahatan. Dalaml 

upaya ini be lntuk ke ljahatan akan ditindak delngan mle lmlbe lrikan atau 

mle lnjatuhkan hukumlan se lsuai delngan sanksi yang te llah ditelntukan. 

Namlun dalaml upaya tindakan ini hanya dapat dilakukan olelh pihak 

yang be lrwe lnang saja mlulai dari pihak kelpolisian, ke ljaksaan, 

ke lhakimlan, samlpai le lm lbaga pelmlasyarakatan.37  

F. Sanksi Adm linistratif 

1. Sanksi Adm linistratif 

Dalaml pe llaksanaan dan pelne lgakan selbuah pelraturan dari 

pe llaksanaan Undang-undang dikatakan tidak e lfe lktif apabila tidak diselrtai 

de lngan pelne lgakan hukuml. Pe lne lgakan hukuml te lrhadap suatu pelraturan 

pe lrundang-undangan bisa belrmlacaml-mlacaml belntuknya, salah satunya 

dituangkan dalaml ke lte lntuan sanksi, yang dapat be lrupa sanksi pidana, 

sanksi pelrdata, atau sanksi admlinistratif. Pe lne lgakan hukuml te lrhadap 

suatu pe lraturan pe lrundang-undangan tidak se llalu harus diikuti delngan 

                                                           
37 A.S. Alaml, 2010, Op. cit, hlml. 81 
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adanya ke lte lntuan sanksi dalaml pe lraturan pelrundang-undangan yang 

be lrsangkutan. Dalaml hal sanksi bisa saja diatur pada se lbuah pelraturan 

pe lrundang-undangan lain atau tanpa diaturpun kalau dalaml suatu 

pe lraturan pelrundang-undangan dite lntukan. Delngan de lmlikian untuk 

m le lndapatkan selbuah hasil yang kita inginkan mlaka akan dite lgakkan selsuai 

de lngan pelraturan, namlun se lbaliknya ke ltika hak yang dicelde lrai mlaka 

m le lstinya pe lrlu mle lndapat jamlinan belrupa sanksi agar mle lmlastikan hak bisa 

kita dapatkan selcara substansional dan se lutuh-utuhnya.38  

Be lrbicara mle lngelnai ke lte lntuan sanksi baik se lcara pidana, pe lrdata, 

atau admlinistratif, adalah belntuk pilihan yang ke ltiganya akan dite lrapkan 

te ltapi akan di prioritaskan yang le lbih mle lmlbe lrikan damlpak e lfe lktif dalam l 

pe lnelgakan sanksinya. Sanksi bukan dimlaksudkan hanya untuk 

m le lmlbe lrikan nelstapa atau pelndelritaan ke lpada pellanggar atau mle lmlbuat 

je lra, te ltapi di sisi lain juga agar mle lmlbuat pe llanggar dapat ke lmlbali hidup 

be lrmlasyarakat se lbagaimlana layaknya.39 

Pada dasarnya sanksi admlinistratif adalah komlpone ln dalaml 

pe lnelgakan hukuml yang m lasuk pada pelne lgakan hukum l admlinistrasi. 

Dijellaskan bagaimlana belntuk sanksi admlinistratifnya dianggap selbagai 

je lmlbatan hukuml publik belrupa pe lnjatuhan be lban olelh pelmle lrintah 

                                                           
38 Wicipto Seltiadi, 2009,  Sanksi Admlinistratif Se lbagai Salah Satu Instrumle ln 

Pelne lgakan Hukuml Dalaml Pe lraturan Pelrundang-Undangan, Jurnal Lelgislasi Indonelsia, 
volum le l 6 nomlor 4,Delpartelm le ln Pelrtahanan dan Kelamlanan,Jakarta, hlml 604 

39 Andi Sofyan, Nur Azizah, 2016, Hukuml Pidana, MLakassar:  pustaka pelna pelrs 

2, hlml.81 
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te lrhadap rakyatnya se lbagai relspon atas ke ltidaktaatan te lrhadap kelwajiban 

yang mluncul dari pe lraturan pelrundang-undangan yang ada.40 

Dalaml pe lnelrapan sanksi, hukuml admlinistrasi nelgara mle lm liliki 

pe lnelgakan hukuml yakni sanksi admlinistratif. Sanksi adm linistratif adalah 

se lbuah pelne lrapan ke lwe lnangan pelmle lrintahan, dimlana ke lwe lnangan ini 

be lrasal dari aturan hukum l admlinistrasi ne lgara telrtulis dan tidak te lrtulis. 

Sanksi admlinistratif mle lrupakan sanksi yang dibe lrikan ole lh pe lmle lrintah 

de lngan mle lne ltapkan norm la-normla m le llalui pe lnelrapan hukum l admlinistrasi 

ne lgara yang be lrarti bahwa sanksi dalam l hukum l admlinistrasi ne lgara yaitu 

alat ke lkuasaan yang belrsifat hukum l publik yang dapat digunakan ole lh 

pe lm lelrintah se lbagai re laksi atas ke ltidakpatuhan te lrhadap ke lwajiban yang 

te lrdapat dalaml norm la hukuml admlinistrasi ne lgara.41 

Tindakan admlinistratif ke limligrasian diatur dalaml Undang-undang 

Nomlor 6 tahun 2011 telntang kelimligrasian. Pada pe llaksanaan atas 

pe lraturan telrse lbut, diatur kelmlbali dalaml Pe lraturan Pelmle lrintah Nomlor 31 

tahun 2013 telntang Pe lraturan Pellaksanaan Undang-Undang Nomlor 6 

Tahun 2011 Te lntang Kelim ligrasian. Tindakan admlinistratif ke limligrasian 

dapat dikatakan se lbagai alat ke lkuasaan ke limligrasian yang digunakan 

se lbagai re laksi atas ke ltidakpatuhan te lrhadap kelwajiban yang te lrdapat 

dalaml normla hukuml admlinistrasi nelgara. 

                                                           
40 Ridwan, 2006, Hukuml Admlinistrasi Ne lgara, Jakarta: RajaGrafindo Pelrsada, 

ce lt. 3,  hlml 313 
41 Karunia MLe liliana MLasse lle lng, 2021, Pelnelrapan Sanksi Hukuml Admlinistrasi 

Te lrhadap Pelnye lle lnggaraan Pasar Tradisional Tanpa Lahan Parkir Di Kota MLakassar, 
skripsi, Fakultas Hukuml Unive lrsitas Hasanuddin, hlml 49 
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2. Je lnis-Je lnis Sanksi Tindak Ke lim ligrasian 

Se lcara umluml sanksi ke limligrasian mle lngacu pada Undang-undang 

No 6 Tahun 2011 Te lntang Kelimligrasian, adapun sanksi belrupa tindakan 

adm linistratif selbagai belrikut:42 

a. Dicantumlkan dalaml daftar pe lnce lgahan; 

b. Pe lmlbatasan atau pe lmlbatalan izin tinggal; 

c.Dilarang belrada disalah satu ke ldudukan wilaya Indone lsia; 

d. Ke lharusan untuk tinggal dise lbuah wilayah Indone lsia; 

e l. Pe lnge lnaan biaya be lban; 

f. De lportasi  

Tindakan admlinistratif ke limligrasian diatur dalaml Undang-undang 

Nomlor 6 tahun 2011 telntang kelimligrasian. Pada pe llaksanaan atas 

pe lraturan telrse lbut, diatur kelmlbali dalaml Pe lraturan Pelmle lrintah Nomlor 31 

tahun 2013 telntang Pe lraturan Pellaksanaan Undang-Undang Nomlor 6 

Tahun 2011 Te lntang Kelim ligrasian. Tindakan admlinistratif ke limligrasian 

dapat dikatakan se lbagai alat ke lkuasaan ke limligrasian yang digunakan 

se lbagai re laksi atas ke ltidakpatuhan te lrhadap kelwajiban yang te lrdapat 

dalaml normla hukuml adm linistrasi ne lgara. sanksi adm linistratif te lrdapat 

pada Pasal 81 (Undang-Undang Nom lor 30 Tahun 2014 te lntang 

Adm linistrasi Pelmle lrintahan) yang m le lnjellaskan bahwa :43 

                                                           
42 ELliza Wulandari, ML.J. Barimlbing, 2020, Pelnce lgahan Dan Pelnangkalan, MLodul 

Belst Practicel, hlml 5 
43 Ridwan H.R., Opcit, hlml 303 
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1. Sanksi admlinistratif ringan selbagaimlana dimlaksud dalaml Pasal 80 ayat 

(1) be lrupa:  

a. Te lguran lisan;  

  b. Te lguran te lrtulis;  

c. Pe lnundaan kelnaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.  

2. Sanksi admlinistratif se ldang selbagaimlana dimlaksud dalaml Pasal 80 ayat 

(2) be lrupa:  

a.  Pe lmlbayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;  

b. Pe lmlbe lrhe lntian se lmle lntara delngan mle lmlpe lrolelh hak-hak jabatan;  

c. Pe lm lbe lrhe lntian se lmle lntara tanpa mle lmlpe lrolelh ha-hak   jabatan.  

3. Sanksi admlinistratif be lrat se lbagaimlana dimlaksud dalaml Pasal 80 ayat 

(3) be lrupa: 

a. Pe lmlbe lrhe lntian te ltap de lngan mle lmlpe lrolelh hak-hak ke luangan dan 

fasilitas lainnya;  

b. Pe lmlbe lrhe lntian te ltap tanpa mle lmlpe lrolelh hak-hak ke luangan dan 

fasilitas lainnnya;  

c. Pe lmlbe lrhe lntian te ltap de lngan mlelmlpe lrolelh hak-hak ke luangan dan   

fasilitas lainnya se lrta dipublikasikan di mle ldia mlassa;  

d. Pe lmlbe lrhe lntian te ltap tanpa mle lmlpe lrolelh hak-hak ke luangan dan 

fasilitas lainnya se lrta dipublikasikan di mle ldia mlassa.  

4. Sanksi lainnya se lsuai de lngan ke lte lntuan pe lraturan pelrundang-

undangan. 

 


